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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa 
Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam 
pengawasan pemilu, terutama terkait dengan rendahnya 
partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalannya 
pemilu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilu 
Berkelanjutan. Program pengabdian masyarakat ini 
berfokus pada pemberdayaan masyarakat guna 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 
kesadaran mereka untuk terlibat aktif dalam 
pengawasan pemilu. Pendekatan yang diterapkan dalam 
program ini adalah metode partisipatif yang meliputi 
pelatihan intensif, sosialisasi, dan pendampingan 
langsung kepada masyarakat mengenai mekanisme 
pengawasan pemilu. Pengabdian ini menggunakan 
Metode Partisipatory Action Research. Hasil yang 
diperoleh dari pengabdian ini menunjukkan adanya 
perubahan pengetahuan dan kemampuan dalam 
partisipasi masyarakat, baik dari sisi pemahaman 
tentang regulasi pemilu, keterampilan dalam melakukan 
pengawasan, serta kesadaran terhadap pentingnya 
keberlanjutan dalam proses demokrasi. Melalui 
kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat, program ini 
mampu menciptakan pengawasan yang lebih transparan 
dan partisipatif, sekaligus memperkuat demokrasi yang 
berkelanjutan di tingkat lokal. Oleh karena itu, program 
ini dapat menjadi model bagi penguatan pengawasan 
pemilu di daerah lain di Indonesia.  
 

Kata Kunci : partisipasi; pengawasan pemilu; Bawaslu; 
pemilu berkelanjutan. 

 
Abstract  

This community service is motivated by the fact that 
Indonesia still faces several challenges in election 
supervision, particularly related to the low level of 
community participation in overseeing the election 
process. This community service aims for Community 
Participation in Sustainable Election Supervision. This 
community service program focuses on empowering 
communities to increase their knowledge, skills, and 
awareness to be actively involved in election supervision. 
The approach applied in this program is a participatory 
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method that includes intensive training, socialization, and 
direct assistance to the community regarding election 
supervision mechanisms. This service uses the 
Participatory Action Research Method. The results 
obtained from this service show a significant increase in 
community participatory capacity, both in terms of 
understanding election regulations, skills in conducting 
supervision, and awareness of the importance of 
sustainability in the democratic process. Through 
collaboration between Bawaslu and the community, this 
program enables the creation of more transparent and 
participatory supervision, while strengthening sustainable 
democracy at the local level. Therefore, this program can 
be a model for strengthening election supervision in other 
regions of Indonesia. 
 

Keywords : participation; election supervision;, Bawaslu; 
continuous elections. 

©2025 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya artikel pengabdian masyarakat 
ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. 

 
PENDAHULUAN 

Pemilihan umum (pemilu) merupakan 
elemen fundamental dalam sistem 
demokrasi yang memberikan kesempatan 
kepada rakyat untuk memilih pemimpin 
secara bebas, adil, dan terbuka (Santoso & 
Budhiati, 2021). Di Indonesia, pemilu 
diadakan setiap lima tahun untuk memilih 
Presiden, Wakil Presiden, anggota 
legislatif, dan kepala daerah (Husein, 
2014). Meskipun telah diatur secara rinci 
melalui Undang-Undang, pemilu di 
Indonesia masih menghadapi berbagai 
tantangan, terutama dalam hal kualitas 
pengawasan yang dilakukan, baik oleh 
lembaga resmi maupun masyarakat 
(Barokah et al., 2022). Salah satu masalah 
utama yang dihadapi adalah rendahnya 
partisipasi aktif masyarakat dalam 
pengawasan pemilu, padahal keterlibatan 
masyarakat sangat penting untuk 
memastikan transparansi, integritas, dan 
kelangsungan demokrasi (Lestari et al., 
2023). 

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) adalah lembaga yang bertugas 
memastikan bahwa pemilu di Indonesia 
dilaksanakan sesuai dengan prinsip-
prinsip demokrasi yang sah dan bebas dari 
manipulasi. Bawaslu bertanggung jawab 
atas pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, 
serta media yang digunakan dalam 
kampanye (Anwar, 2019). Meski memiliki 
peran yang sangat penting, efektivitas 
pengawasan Bawaslu akan lebih optimal 
jika didukung oleh partisipasi aktif 
masyarakat (Yuhandra et al., 2023). Dalam 
konteks ini, pemberdayaan masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam pengawasan 
pemilu yang berkelanjutan sangat relevan, 
khususnya di Provinsi Sumatera Utara, 
yang memiliki dinamika sosial dan politik 
yang kompleks.  

Provinsi Sumatera Utara, dengan 
keragaman suku, agama, dan budaya, 
menghadapi tantangan tersendiri dalam 
hal pengawasan pemilu. Keberagaman ini 
dapat menimbulkan potensi penyimpangan 
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dalam proses pemilu jika tidak ada 
pengawasan yang memadai dari berbagai 
pihak, termasuk masyarakat. Oleh karena 
itu, penguatan kapasitas masyarakat dalam 
pengawasan pemilu sangat penting. 
Pengabdian masyarakat yang melibatkan 
kolaborasi antara Bawaslu Provinsi 
Sumatera Utara dan masyarakat 
diharapkan dapat mengatasi tantangan 
tersebut serta meningkatkan kualitas 
pemilu melalui pengawasan yang lebih 
transparan dan efektif.  

Dalam pelaksanaan pengawasan pemilu  
partispatif masyarakat, bawaslu provinsi 
Sumatera utara sudah melaksanakan 
beberapa kegiatan dalam pengawasan 
partisipastif hal ini sesuai dengan 
Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 Tentang 
Pengawasan Partisipatif, dalam hal ini 
beberapa kegiatan yang menjadi 
pengawasan partisipatif ini diantaranya 
yakni: Pendidikan Pengawas Partisipatif, 
Forum Warga Pengawasan Partisipatif, 
Pojok Pengawasan, Kerja Sama dengan 
Perguruan Tinggi, Kampung Pengawasan 
Partisipatif; dan Komunitas Digital 
Pengawasan Partisipatif.   

Pentingnya pengawasan yang melibatkan 
partisipasi masyarakat dapat dipahami 
dengan merujuk pada berbagai teori yang 
terkait dengan partisipasi politik, 
demokrasi, dan kapasitas masyarakat. 
Teori-teori ini menjelaskan bagaimana 
keterlibatan masyarakat dalam proses 
politik, termasuk pengawasan pemilu, 
dapat meningkatkan kualitas demokrasi. 

Deth (2014) menekankan bahwa 
partisipasi politik tidak hanya terbatas 
pada pemilihan umum, tetapi juga meliputi 
peran aktif dalam proses-proses lain, 
seperti pengawasan pemilu, pelaksanaan 
kebijakan, dan pemantauan kinerja pejabat 
terpilih (Van Deth, 2014). Willeck & 
Mendelberg juga berpendapat bahwa 
semakin tinggi tingkat partisipasi 
masyarakat dalam pengawasan, maka 

semakin besar legitimasi hasil pemilu, yang 
pada gilirannya akan memperkuat 
kepercayaan masyarakat terhadap sistem 
demokrasi (Willeck & Mendelberg, 2022). 
Dalam hal yang sama dari Barber (1984) 
juga memberikan perspektif yang penting. 
Barber berargumen bahwa demokrasi 
sejati hanya dapat terwujud jika 
masyarakat tidak hanya memiliki hak 
untuk memilih, tetapi juga berhak untuk 
mengawasi dan berpartisipasi langsung 
dalam pembuatan keputusan politik. 
Dalam konteks pemilu, pengawasan yang 
melibatkan masyarakat memastikan 
bahwa pemilu tidak hanya dijalankan oleh 
pihak yang berkepentingan, tetapi juga 
mencerminkan kehendak rakyat secara 
keseluruhan.  Hal ini sebagai bentuk untuk 
melibatkan partispatif masyarakat (Barber, 
1984).  

Permasalahan dalam pengawasan pemilu 
tentu tidak dapat dihindari. Permasalahan 
yang sering terjadi adalah keterbatasan 
pemahaman masyarakat tentang 
pengawasan pemilu. Banyak warga yang 
belum sepenuhnya memahami tentang 
mekanisme pengawasan, hak dan 
kewajiban mereka dalam pemilu, serta 
prosedur pelaporan apabila terjadi 
pelanggaran. Keterbatasan jumlah sumber 
daya manusia  yang berkompeten juga 
menjadi kendala dalam melaksanakan 
program pelatihan yang lebih luas dan 
menyeluruh.  

Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam 
Pengawasan Pemilu,sehingga 
ketidakpercayaan terhadap sistem politik 
atau ketakutan terhadap intimidasi dapat 
menjadi faktor penghambat bagi mereka 
untuk aktif dalam pengawasan. Oleh 
karena itu, membangun kesadaran politik 
dan kepercayaan masyarakat terhadap 
sistem pengawasan pemilu menjadi 
tantangan besar. Hal yang lain menjadi 
permasalahan tentu keterbatasan sarana 
dan prasarana pendukung, pengaruh 
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budaya lokal dan kepercayaan masyarakat. 
Penulis memahami bahwa permasalahan 
tersebut bisa ditindaklanjuti dengan 
beberapa program dalam peningkatan 
kapasitas dalam partisipasi masyarakat 
sehingga ini bisa terwujud menjadikan 
pemilu yang berkeadilan.  

Pengabdian yang dilaksanakan ke Bawaslu 
Provinsi Sumatera Utara  diharapkan dapat 
menyelesaikan permasalahan yang sedang 
dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera 
Utara selaku Mitra. Upaya penyelesaian 
masalah ini dilakukan menggunakan 
pendekatan Service-Learning, dimana 
perguruan tinggi hadir sebagai pelayan 
untuk mitra/masyarakat dalam 
menyelesaiakan permasalahan yang 
sedang mereka hadapi melalui pendekatan 
akedimis dan bersifat keilmuan.  

Berdasarkan latar belakang masalah di 
atas, penulis menyusun suatu rumusan 
masalah sebagai berikut:  Bagaimana 
Peningkatan Kapasitas Partisipatif 
Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu 
Berkelanjutan: Kolaborasi Bersama 
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara?  

Pengabdian masyarakat ini bertujuan 
untuk meningkatkan kapasitas partisipatif 
masyarakat dalam pengawasan pemilu 
berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara. 
Melalui program pelatihan dan sosialisasi 
yang dilakukan oleh Bawaslu bersama 
masyarakat, diharapkan masyarakat tidak 
hanya memiliki pengetahuan yang lebih 
baik mengenai proses pemilu dan 
regulasinya, tetapi juga keterampilan 
dalam mengawasi dan melaporkan potensi 
kecurangan dalam pemilu. Dengan 
demikian, pengabdian ini bertujuan untuk 
menciptakan pengawasan pemilu yang 
lebih transparan, adil, dan berkelanjutan, 
serta memperkuat demokrasi di tingkat 
lokal. 
 

PERMASALAHAN MITRA 

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sesuai 
tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai 
lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk 
mmenghasilkan Pemilu yang demokratis, 
berkualitas, dan berintegritas, yaitu Pemilu 
yang dalam proses pelaksanaannya 
transparan, akuntabel, kredibel, dan 
partisipatif, serta hasilnya yang dapat 
diterima oleh semua pihak. Untuk itu, 
disusun visi, misi, tujuan, dan sasaran 
strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 
yang akan dicapai melalui pelaksanaan 
kegiatan utama atau teknis yang bersifat 
substansi dan kegiatan pendukung yang 
bersifat fasilitasi. Bawaslu provinsi 
Sumatera utara mempunyai visi yakni 
Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang 
Tepercaya, dalam menjalankan visi 
tersebut salah satu misi dalam bawaslu 
provinsi Sumatera utara yakni 
Meningkatkan kualitas pencegahan dan 
pengawasan pemilu yang inovatif serta 
kepeloporan masyarakat dalam 
pengawasan partisipatif; berdasarkan hal 
demikian tentu perlu dalam rangka 
peningkatan kapasitas  partisipatif 
masyarakat dalam pengawasan pemilu 
berkelanjutan, terdapat beberapa 
permasalahan yang dihadapi oleh mitra, 
khususnya Bawaslu dan lembaga-lembaga 
pendidikan yang berkolaborasi.  

Salah satu tantangan utama adalah 
rendahnya pemahaman masyarakat 
mengenai mekanisme dan pentingnya 
pengawasan pemilu. Masyarakat sering 
kali tidak mengetahui prosedur dan 
langkah-langkah pengawasan yang efektif. 
Hal ini disebabkan oleh kurangnya 
penyuluhan dan pendidikan politik yang 
intensif, yang dapat mengedukasi 
masyarakat tentang peran mereka dalam 
menjaga jalannya pemilu. Selain itu, 
keterbatasan jumlah sumber daya manusia 
yang terlatih menjadi penghambat dalam 
pelaksanaan pelatihan yang berkualitas. 
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Banyak pelatih atau fasilitator yang tidak 
memiliki keterampilan untuk memberikan 
materi pengawasan pemilu secara 
mendalam, sementara waktu yang terbatas 
seringkali menjadi kendala dalam 
memperluas jangkauan pelatihan tersebut. 
Masalah-masalah tersebut membutuhkan 
penanganan yang tepat dari mitra untuk 
memastikan pengawasan pemilu yang 
berkelanjutan dan lebih efektif. 

 
TINJAUN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini 
berfokus pada beberapa konsep utama 
yang mendasari pengabdian masyarakat 
ini, sebagai berikut : 

1. Peningkatan Kapasitas Masyarakat 
Peningkatan kapasitas masyarakat 
merupakan proses pemberdayaan 
individu atau kelompok dengan 
pengetahuan, keterampilan, dan 
sumber daya agar mampu mencapai 
tujuan kolektif. Dalam konteks 
pengawasan pemilu, ini berarti 
memperkuat kemampuan masyarakat 
untuk memahami prosedur pemilu dan 
melakukan pengawasan secara efektif 
(Mardikanto & Soebianto, 2013). 
Upaya ini mencakup aspek kognitif 
(pengetahuan), afektif (sikap), dan 
psikomotorik (keterampilan) yang 
saling melengkapi dalam mendorong 
keterlibatan aktif masyarakat (Rogers, 
2003). 

2. Transformasi Sikap dalam Pengawasan 
Selain peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan, penguatan kapasitas 
masyarakat juga menyasar 
transformasi sikap dan perilaku politik 
(Rogers, 1976). Menurut Syamsuddin 
(2020), proses ini harus dilakukan 
secara menyeluruh melalui pendidikan 
politik, pelatihan teknis, serta 
pemberdayaan sosial agar masyarakat 
mampu mengambil peran sebagai 
subjek dalam proses demokrasi, 

khususnya dalam pengawasan pemilu. 
Pendekatan ini mempertegas bahwa 
kapasitas partisipatif tidak bersifat 
instan, melainkan harus dibangun 
secara bertahap dan berkelanjutan 
(Syamsuddin, 2020). 

3. Konsep Partisipasi Politik 
Partisipasi politik didefinisikan sebagai 
keterlibatan warga negara dalam 
proses politik, baik secara langsung 
(misalnya memilih) maupun tidak 
langsung (seperti mengawasi jalannya 
pemerintahan). Deth (2019) menyebut 
bahwa partisipasi politik menjadi 
indikator utama kualitas demokrasi. 
Dalam hal ini, pengawasan pemilu 
adalah bagian dari tindakan 
partisipatif yang esensial, karena 
mencerminkan kepedulian warga 
terhadap integritas proses politik (Van 
Deth, 2014). 

4. Partisipasi Politik sebagai Tolak Ukur 
Demokrasi 
Verba, Schlozman, & Brady (1995) 
mengemukakan bahwa partisipasi 
politik diukur melalui tindakan nyata, 
seperti ikut serta dalam pemilu, 
menjadi anggota organisasi politik, 
atau terlibat dalam kegiatan kampanye 
(Verba et al., 1995). Di Indonesia, 
rendahnya partisipasi masyarakat 
dalam pengawasan pemilu sering 
dikaitkan dengan keterbatasan 
pemahaman, akses informasi, dan 
budaya politik yang belum sepenuhnya 
mendukung (Anang, 2022). Oleh 
karena itu, pengabdian masyarakat 
diarahkan untuk membuka ruang-
ruang partisipatif melalui penguatan 
kapasitas dan sosialisasi yang 
menyentuh basis akar rumput. 

5. Partisipasi Masyarakat dalam 
Pengawasan Pemilu 
Keterlibatan masyarakat dalam 
pengawasan pemilu memungkinkan 
terwujudnya kontrol sosial terhadap 
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penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, 
masyarakat tidak hanya menjadi 
pemilih, tetapi juga pengawas yang 
kritis terhadap potensi pelanggaran. 
Menurut Dalimunthe (2019), 
masyarakat yang diberdayakan dapat 
menjalankan fungsi deteksi dini 
terhadap indikasi kecurangan dan 
berkontribusi dalam menciptakan 
pemilu yang lebih adil. Kolaborasi 
antara masyarakat dan Bawaslu pun 
menjadi kunci untuk memperluas 
jangkauan dan efektivitas pengawasan 
(Dalimunthe, 2019). 

6. Keberlanjutan Demokrasi melalui 
Keterlibatan Aktif 
Demokrasi yang berkelanjutan 
memerlukan partisipasi masyarakat 
yang tidak terputus hanya pada saat 
pemilu. Wheeler (2018) menegaskan 
pentingnya memperkuat lembaga 
demokrasi dan hak asasi manusia 
melalui keterlibatan warga dalam 
proses pengambilan keputusan publik 
(Wheeler & Finkle, 2017). Barber 
(1984), dalam teori Demokrasi 
Partisipatif, juga menyatakan bahwa 
demokrasi hanya dapat bertahan bila 
masyarakat terlibat secara aktif dan 
konsisten dalam pengawasan terhadap 
institusi dan proses demokratis 
(Barber, 1984). 

7. Tantangan dan Strategi Pengawasan 
Pemilu di Indonesia 
Kondisi demokrasi di Indonesia yang 
masih menghadapi tantangan seperti 
politik uang, kecurangan administratif, 
dan minimnya literasi politik menuntut 
sistem pengawasan pemilu yang 
inklusif dan partisipatif. Pengawasan 
yang melibatkan masyarakat dapat 
menambah daya jangkau lembaga 
pengawas resmi seperti Bawaslu dan 
membangun kepercayaan publik 
terhadap hasil pemilu (Dalimunthe, 
2019). Oleh sebab itu, strategi 

pengawasan harus dirancang 
sedemikian rupa agar responsif 
terhadap dinamika sosial-politik di 
tingkat lokal. 

8. Peran Kolaboratif dan Edukatif 
Lembaga Pendidikan 
Keberhasilan pengawasan partisipatif 
juga sangat ditentukan oleh kontribusi 
lembaga pendidikan, khususnya 
perguruan tinggi. Surbakti dan 
Fitrianto (2015) menyatakan bahwa 
kolaborasi antara Bawaslu dan 
institusi pendidikan dapat 
meningkatkan kualitas pengawasan 
dengan memperkuat peran mahasiswa 
sebagai agen perubahan (Surbakti & 
Fitrianto, 2015). Galston (2001) 
menambahkan bahwa pendidikan 
tinggi tidak hanya membentuk 
kapasitas intelektual, tetapi juga 
kesadaran politik dan kepedulian 
sosial mahasiswa, yang dapat 
diarahkan pada kegiatan pemantauan 
pemilu secara aktif dan terorganisir 
(Galston, 2001). 

 
METODE PELAKSANAAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
Participatory Action Research (PAR) untuk 
mengkaji dan memfasilitasi kolaborasi 
antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat 
dalam meningkatkan kapasitas partisipatif 
masyarakat dalam pengawasan pemilu. 
Pendekatan PAR dipilih karena 
memungkinkan terjadinya proses 
kolaboratif antara peneliti, Bawaslu, dan 
masyarakat dalam merancang, 
melaksanakan, merefleksikan, serta 
mengevaluasi berbagai aksi yang bertujuan 
untuk memperkuat peran serta 
masyarakat dalam pengawasan pemilu 
(Cornish et al., 2023). Untuk 
menggambarkan secara sistematis tahapan 
pelaksanaan kegiatan ini, berikut metode 
pelaksanaan kegiatan.  
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Tabel 1. Metode pelaksanaan 
Komponen  Deskripsi 
Pendekatan Participatory Action 

Research (PAR) 
Tujuan Meningkatkan 

kapasitas 
partisipatif 
masyarakat dalam 
pengawasan pemilu 
melalui kolaborasi 
dengan Bawaslu 
Provinsi Sumatera 
Utara 

Lokasi Kegiatan Bawaslu Provinsi 
Sumatera Utara 

Metode 
Pengumpulan Data 

Focus Group 
Discussion (FGD), 
wawancara 
mendalam, 
observasi 
partisipatif, dan 
analisis dokumen 

Partisipan Anggota Bawaslu, 
tokoh masyarakat, 
peserta pelatihan 

Teknik Analisis Data Analisis tematik 
reflektif 

Hasil yang 
Diharapkan 

Terbentuknya 
strategi kolaboratif 
partisipatif yang 
berkelanjutan 
dalam pengawasan 
pemilu berbasis 
masyarakat 

 
Fokus utama dari kegiatan ini adalah 
menggali dan mengembangkan bentuk-
bentuk kolaborasi yang partisipatif, di 
mana masyarakat tidak hanya menjadi 
objek pelatihan, tetapi juga berperan 
sebagai subjek aktif dalam merumuskan 
strategi, mengevaluasi proses, serta 
menerapkan hasil pembelajaran dalam 
praktik pengawasan pemilu yang 
berkelanjutan. Metode ini tidak hanya 
digunakan untuk menggali pemahaman 

dan pengalaman mereka mengenai 
pengawasan pemilu, tetapi juga sebagai 
ruang reflektif bersama untuk 
merumuskan langkah-langkah aksi yang 
relevan dengan kebutuhan dan konteks 
lokal. Dokumen-dokumen seperti laporan 
kegiatan Bawaslu, modul pelatihan, dan 
materi sosialisasi dianalisis secara 
partisipatif untuk mengidentifikasi potensi 
penguatan strategi pelibatan masyarakat.  

Dengan menggunakan pendekatan 
PAR, kegiatan ini tidak hanya 
menghasilkan pemahaman teoritis, tetapi 
juga mendorong perubahan praktis melalui 
siklus aksi dan refleksi yang 
berkesinambungan, sehingga masyarakat 
memiliki kapasitas dan kepercayaan diri 
yang lebih besar dalam menjalankan fungsi 
pengawasan pemilu secara mandiri dan 
berdaya. 

Berikut adalah diagram alir proses 
pengabdian kepada masyarakat ini : 

Gambar 1. Proses kegiatan 
 

Mulai 

Pelaksanaan Pengabdian 

Pelaporan 

Selesai 

Identifikasi Masalah 

Koordinasi Mitra 

Focus Group Discussion (I) 

Identifikasi Masalah Mitra 

Perancangan Metode Pengabdian 

Focus Group Discussion (II) 
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Tahapan pelaksanaan dimulai dari 
melakukan identifikasi masalah oleh tim 
pengabdian. Dalam tahapan ini, tim 
pengabdian mengidentifikasi masalah  
berdasarkan penelitian dengan judul 
membangun partisipasi dalam sustainable 
event MICE berbasis identitas sosial di kota 
Medan. Permasalahan yang ditemukan 
adalah bagaimana cara membangun 
partisipasi masyarakat dalam pengawasan  
Pemilu berkelanjutan. Tim pengabdian 
mendapatkan gambaran awal dalam 
memproyeksikan permasalahan yang 
mesti diselesaikan.   

Setelah itu, tim pengabdian melakukan 
koordinasi dengan Badan Pengawas 
Pemilu Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan 
Bawaslu sebagai mitra karena Bawaslu 
merupakan badan pemerintah yang 
bertugas dalam mengawasi Pemilu di 
Indonesia.  

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan 
setelah melakukan koordinasi dengan 
mitra. FGD ini dilakukan sebanyak dua kali. 
FGD pertama dilakukan untuk 
mengidentifikasi permasalahan yang 
sedang dihadapi oleh mitra, sekaligus juga 
menyusun metode pengabdian yang tepat. 
FGD kedua dilakukan untuk menyusun dan 
merumuskan persiapan pelaksanaan.  

Terakhir, tim pengabdian melakukan 
pelaksanaan pengabdian yang sesuai 
dengan pendekatan pengabdian. Tim 
pengabdian melakukan pertemuan dan 
penyampaian materi kepada staf Bawaslu. 
Setelah pelaksanaan dilakukan, barulah 
laporan disusun untuk 
kemudian dipublikasikan. 

 
PEMBAHASAN 

Program penelitian kepada masyarakat 
bertajuk “Peningkatan Kapasitas 
Partisipatif Masyarakat dalam Pengawasan 
Pemilu Berkelanjutan: Kolaborasi Bersama 
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara” telah 

dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi 
Sumatera Utara Kecamatan Medan Baru 
Kota Medan. Kegiatan ini bertujuan 
Penguatan kapasitas masyarakat dalam 
pengawasan pemilu berkelanjutan di 
Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui 
berbagai program pelatihan dan sosialisasi 
yang diselenggarakan oleh Bawaslu 
bersama elemen masyarakat. Sebelum 
pelaksanaan kegiatan, dilakukan tahap 
persiapan selama dua minggu oleh tim 
dosen dari Administrasi Niaga, yang 
diawali dengan koordinasi dengan pihak 
sekolah guna menggali kebutuhan mitra 
dan kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan. 

Dalam tahap persiapan, tim pengabdian 
melakukan observasi dan wawancara 
dengan pimpinan bawaslu provinsi 
Sumatera Utara untuk mengidentifikasi 
permasalahan utama yaitu Bawaslu 
Provinsi Sumatera Utara, dalam upaya 
meningkatkan kapasitas partisipatif 
masyarakat dalam pengawasan pemilu 
antara lain adalah kurangnya pemahaman 
masyarakat mengenai cara-cara 
pengawasan pemilu yang efektif. Selain itu, 
terbatasnya jumlah sumber daya manusia 
yang terlatih menjadi kendala dalam 
penyelenggaraan pelatihan dengan kualitas 
yang memadai. Masyarakat yang kurang 
percaya pada sistem pemilu dan 
pengawasan juga menghalangi partisipasi 
mereka. Keterbatasan infrastruktur dan 
teknologi di daerah-daerah terpencil juga 
mempengaruhi efektivitas pengawasan, 
serta budaya politik yang kurang 
mendukung partisipasi aktif dalam 
pengawasan pemilu 

Secara geografis, lokasi sekolah mitra 
berjarak sekitar 6  km dari perguruan 
tinggi, dengan akses transportasi yang 
relatif mudah dijangkau menggunakan 
mobil dan sepeda motor. Sarana 
komunikasi antara tim pelaksana dan 
mitra dilakukan melalui telepon, 
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memastikan kelancaran koordinasi selama 
persiapan hingga pasca kegiatan. 

Kolaborasi Perguruan Tinggi Politeknik 
Negeri Medan Jurususan Administrasi 
Niaga antara Bawaslu Provinsi Sumatera 
Utara dan masyarakat dalam 
meningkatkan kapasitas partisipatif dalam 
pengawasan pemilu berkelanjutan telah 
menunjukkan perkembangan positif, 
meskipun masih menghadapi beberapa 
tantangan. Program pengawasan 
partisipatif yang dilaksanakan oleh 
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 
mencakup berbagai kegiatan, seperti 
pelatihan, sosialisasi, dan penggunaan 
teknologi untuk memudahkan pelaporan 
pelanggaran. Dengan gerakan koloborasi 
diharapakan bisa mewujdukan pojok 
pengawasan dilaksanakan dikampus 
Politknik Negeri Medan, sebagaimana 
informasi yang disampaikan oleh Bapak 
Payung Harahap Anggota Bawaslu Provinsi 
Sumatera Utara bahwa dalam hal Dalam 
program partisipatif pemilu ini, Bawaslu 
sudah  melibatkan masyarakat dalam 
setiap tahap pemilu, dari proses 
pencalonan hingga penghitungan suara, 
untuk memastikan pemilu berlangsung 
secara transparan, adil, dan bebas dari 
kecurangan. 

Hasil penelitian dalam kegiatan ini 
menunjukkan bahwa program pelatihan 
yang diselenggarakan oleh Bawaslu telah 
meningkatkan pemahaman masyarakat 
mengenai hak-hak mereka dalam 
pengawasan pemilu. Melalui kegiatan ini, 
masyarakat dapat belajar mengenai 
prosedur pengawasan yang benar dan cara 
melaporkan pelanggaran. Hal ini sesuai 
dengan temuan dalam studi Agustina & 
Putri (2024) yang menyatakan bahwa 
program pelatihan yang dilaksanakan oleh 
lembaga pengawas sangat efektif dalam 
meningkatkan kualitas pengawasan 
pemilu, khususnya dalam mencegah 

praktik money politics dan kecurangan 
lainnya (Putri & Agustina, 2024). 

Namun, meskipun program ini telah 
berhasil meningkatkan kesadaran dan 
partisipasi masyarakat, tantangan besar 
masih ada, terutama terkait dengan 
keterbatasan sumber daya manusia (SDM) 
terlatih di daerah pedesaan dan wilayah 
terpencil. Keterbatasan akses terhadap 
teknologi informasi di beberapa daerah 
juga menjadi hambatan dalam efektivitas 
pengawasan. Seperti yang ditemukan 
dalam penelitian Putra et al. (2024), 
pengawasan pemilu yang bergantung pada 
teknologi memerlukan infrastruktur yang 
memadai untuk memastikan bahwa 
informasi dapat disebarluaskan dan 
laporan pelanggaran dapat diterima 
dengan cepat (Putra et al., 2024). 

Selain itu, meskipun ada peningkatan 
partisipasi dalam pengawasan, 
ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu 
masih menjadi hambatan. Beberapa 
masyarakat merasa skeptis terhadap 
proses pemilu karena pengalaman buruk di 
masa lalu dengan kecurangan yang terjadi, 
yang mengurangi keinginan mereka untuk 
terlibat lebih jauh dalam pengawasan. Hal 
ini menunjukkan bahwa meskipun 
program pengawasan partisipatif Bawaslu 
sudah berjalan, masih ada kebutuhan 
untuk memperkuat transparansi dan 
akuntabilitas dalam proses pemilu, agar 
masyarakat dapat lebih mempercayai 
sistem pengawasan yang ada. 

Program pengawasan partisipatif Bawaslu 
Provinsi Sumatera Utara menunjukkan 
bahwa keberhasilan pengawasan pemilu 
tidak hanya bergantung pada peran aktif 
lembaga pengawas, tetapi juga pada 
partisipasi masyarakat yang teredukasi 
dengan baik dan diberdayakan secara 
maksimal. Peningkatan kapasitas 
masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, 
dan penggunaan teknologi informasi harus 
diimbangi dengan penyelesaian masalah 
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ketidakpercayaan masyarakat terhadap 
sistem pemilu serta penguatan 
infrastruktur untuk mendukung 
pengawasan yang lebih efektif. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian masyarakat 
mengenai kolaborasi Perguruan Tinggi 
Politeknik Negeri Medan  Jurusan 
Administrasi Niaga antara Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi 
Sumatera Utara dan masyarakat dalam 
meningkatkan kapasitas partisipatif 
masyarakat dalam pengawasan pemilu 
berkelanjutan, dapat disimpulkan bahwa 
program pengawasan partisipatif yang 
dijalankan oleh Bawaslu berhasil 
meningkatkan kesadaran dan pemahaman 
masyarakat mengenai peran mereka dalam 
pengawasan pemilu. Melalui program 
pelatihan dan sosialisasi, masyarakat 
mendapatkan pengetahuan mengenai 
mekanisme pengawasan yang efektif serta 
cara melaporkan pelanggaran pemilu. 
Meskipun demikian, masih terdapat 
tantangan yang signifikan, seperti 
keterbatasan sumber daya manusia 
terlatih di daerah pedesaan, rendahnya 
akses terhadap teknologi informasi, dan 
ketidakpercayaan sebagian masyarakat 
terhadap sistem pemilu. Ketidakpercayaan 
ini menghambat partisipasi masyarakat 
dalam pengawasan, yang berpotensi 
mengurangi efektivitas pengawasan 
pemilu secara keseluruhan. Oleh karena 
itu, meskipun ada kemajuan, pengawasan 
pemilu yang berkelanjutan masih 
memerlukan perbaikan dalam berbagai 
aspek, baik dari sisi infrastruktur, 
pelatihan, maupun kepercayaan 
masyarakat terhadap proses pemilu. 
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